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This study aims to determine the Implementation of Performance-Based Budgeting 

and Performance Accountability of Government Agencies and to determine how 

much influence the Implementation of Performance-Based Budgeting has on the 

Performance Accountability of Government Agencies at Bapenda Sumedang 

Regency. The research method used is a quantitative method with a Simple Linear 

Regression model. The sampling technique in this study used the purposive 

sampling method, while the data source was primary data by distributing 

questionnaires to 60 employees. The results showed that the variables had a positive 

and significant partial effect on the performance accountability of government 

agencies. The F value of 16.669 with a significance of 0.000 (<0.05) and R2 of 

0.223 indicated that 22.3% of the variation in performance accountability of 

government agencies was explained by the implementation of performance-based 

budgeting. This study emphasizes the importance of implementing performance-

based budgeting in supporting the performance accountability of government 

agencies.  
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1. INTRODUCTION 

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan publik yang sangat fundamental menuntun perlunya sistem 

perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, 

desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.  

Akuntabilitas dan transparansi anggaran merupakan suatu dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran 

kinerja pemerintah yang terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dibutuhkan 

karena memiliki informasi mengenai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23/2014) 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. 
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Berlakunya UU No.23/2014 dan UU No.33/2004 akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimilki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang tersebut dalam 

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan 

dicapai. Dengan membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran 

tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem 

penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). 

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap pendapatan daerah belum mencapai target yang telah dianggarkan. Persentase PAD terhadap 

pendapatan daerah merupakan indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan 

sasaran startegis yang bertujuan untuk meningkatnya pendapatan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun 

ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kinerja pendapatan daerah tetap di bawah ekspektasi. 

Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara anggaran dan realisasi, yang berimplikasi pada rendahnya 

kepercayaan publik terhadap kinerja Bapenda dalam mengelola pendapatan daerah secara efektif.  

Berikut data capaian pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang untuk indikator kinerja utama 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

Tabel 1 

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2022-2024 

Indikator 

Kinerja 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

 

Persentase PAD 

terhadap 

pendapatan daerah 

 

17,77 17,90 18,99 18,23 22,67 18,52 

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025 

Pada tebel tersebut, dapat dilihat persentase realisasi untuk indikator kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

selama tiga tahun terakhir belum stabil dari tahun ke  tahun, realisasi persentase PAD pada tahun 2022 sebesar 17,90% 

dengan target 17,77%, untuk realisasi persentase PAD tahun 2023 sebesar 18,23% dengan target 18,99%, dan untuk 

realisasi persentase PAD tahun 2024 sebesar 18,52% dengan target 22,67%. Dilihat dari perserntase setiap tahun, 

untuk tahun 2024 mengalami kenaikan pada terget sedangkan untuk realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya tetapi masih belum mencapai target yang dianggarkan ditahun tersebut.  

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan instansi pemerintah tidak dapat diabaikan. Akuntabilitas kinerja 

adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil dan penggunaan sumber daya kepada publik. 

Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk laporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang 

diamankan untuk melakasnakan program/kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategi 

yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lapsley (2016) yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas kinerja mencakup tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi juga pelaporan hasil yang dicapai.   

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan 

setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut 

dideskripsikan pada seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Pengelolaan 

keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam 

Negeri. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 129 dan 



 

130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah 

dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.  

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, 

penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan 

perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan. Dokumen 

anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran 

dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan (Utami, et al., 2016). 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendapatan 

daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan regional. Oleh karena itu, implementasi anggaran berbasis kinerja 

di instansi ini menjadi krusial. Menurut Sihombing (2017), Bapenda harus mampu menyusun anggaran yang tidak 

hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga hasil yang nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, 

diharapkan akuntabilitas kinerja Bapenda dapat meningkat, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Bersadarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada 

Bapenda Kabupaten Sumedang)”. 

 

2. LECTURE STUDY 

1) Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara principal (pihak yang memberikan 

wewenang) dan agent (pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama principal).  Dalam konteks 

pemerintahan, principal biasanya adalah masyarakat atau pemangku kepentingan, sementara agent adalah pejabat 

atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan program. Teori ini menyoroti 

potensi konflik kepentingan yang dapat muncul antara principal dan agent, terutama dalam hal penggunaan 

sumber daya publik dan pencapaian kinerja. 

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen sering kali disebabkan oleh informasi asimetris, di mana agen 

memiliki lebih banyak informasi tentang kegiatan dan hasil kerja mereka dibandingkan dengan prinsipal. Dalam 

konteks akuntabilitas kinerja, penting bagi instansi pemerintah untuk mengurangi informasi asimetris ini dengan 

menyajikan laporan yang transparan dan akurat. Dengan demikian, masyarakat sebagai prinsipal dapat 

mengevaluasi kinerja agen dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan 

efisien (Mardiasmo, 2018). 

2) Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah dan organisasi 

nirlaba untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan penggunaan 

sumber daya publik. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang 

transparan dan akuntabel tentang bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Dengan demikian, akuntansi 

sektor publik berfungsi sebagai alat untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya, yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran dan sumber daya publik digunakan 

(Mardiasmo, 2018). 

Berdasarkan implementasinya, akuntansi sektor publik menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas 

regulasi, kebutuhan akan transparansi, dan tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting 

bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem akuntansi yang tidak hanya akurat, tetapi juga responsif 



 

terhadap kebutuhan informasi pengguna. Hal ini akan mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap 

pengelolaan sumber daya publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional (Sukardi, 2016). 

 
 

3) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Menurut Anggara (2022), “Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu organisasi atau individu untuk 

mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang telah dicapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya”. Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja mencakup pengukuran, 

pelaporan, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan elemen penting 

dalam pengelolaan instansi pemerintah yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil dan dampak dari 

kebijakan yang dilaksanakan. Melalui regulasi yang jelas, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang 

terkait, instansi pemerintah diharapkan dapat menyusun laporan kinerja yang transparan dan akurat. Implementasi 

sistem manajemen yang efektif juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, 

akuntabilitas kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat 

4) Anggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) adalah sistem penganggaran yang mengaitkan 

alokasi sumber daya dengan hasil yang diharapkan dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah. Dalam sistem ini, setiap unit organisasi diwajibkan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan 

mengukur pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Tujuan utama dari anggaran berbasis 

kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik, serta memastikan 

bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tercapai. 

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran berbasis kinerja tidak hanya berfokus pada aspek pengeluaran, tetapi 

juga pencapaian hasil yang konkret. Hal ini mengharuskan instansi pemerintah untuk melakukan analisis yang 

mendalam terhadap program-program yang dijalankan dan bagaimana alokasi anggaran dapat mendukung 

pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena 

masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari anggaran yang dibelanjakan. 

5) Hubungan anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Keterkaitan antara anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting 

dalam konteks pengelolaan sumber daya publik. Anggaran berbasis kinerja berfungsi sebagai alat untuk 

merencanakan dan menjalankan program-program pemerintah dengan jelas, berdasarkan hasil yang diharapkan. 

Dengan adanya indikator kinerja yang terukur, instansi pemerintah dapat lebih mudah mengevaluasi pencapaian 

mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan 

akuntabilitas, di mana instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada 

masyarakat (Mardiasmo, 2018). 

Selain itu, faktor kontekstual seperti budaya organisasi dan kepemimpinan juga berperan penting dalam 

menghubungkan kedua variabel ini. Budaya organisasi yang mendukung transparansi dan inovasi akan 

mendorong pegawai untuk lebih berkomitmen dalam mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi 

anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik dan partisipasi pegawai yang lebih tinggi (Indratno, 2019). 

 

3. METHOD 

Jenis dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 299 orang yang terdiri dari pegawai Bapenda 97 orang, pegawai Inspektorat 66 orang, pegawai Bappppeda 



 

91 orang, serta pegawai BKAD 45 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling 

melalui pertimbangan dan kriteria berdasarkan jabatan dan bidang-bidang terkait di Bapenda Kabupaten Sumedang. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka total sampel harapan dalam peneliian ini adalah sebanyak 60 

orang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis 

data meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji t, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien 

determinasi. 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja yang diukur menggunakan tiga aspek 

yaitu: perencanaan anggaran, implementasi anggaran serta pelaporan dan evaluasi (Mardiasmo, 2018 : 78). Variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur menggunakan lima aspek 

yaitu : perencanaan stategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja (LAN 

no. 239/IX/6/8/2003). Adapun model persamaan penelitian ini yaitu: 

Y’ = a + bX 

Keterangan: 

Y’ : Variabel dependen (nilai yang diprediksi) 

X : Variabel Independen 

a : Konstanta (nilai Y apabila X = 0)  

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada penelitian ini jumlah sampel atau (n) = 60 dan r tabel dengan tingkat signifikasi 5% sebesar 

0,254. Hasil pengujian validitas diperoleh seluruh item pernyataan setiap variabel memiliki r hitung > r tabel, 

yang dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas 

untuk seluruh variabel memiliki nilai cronbach alpha > 0, 60 yang artinya seluruh instrumen dalam penelitian 

ini dinyatakan reliabel. 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 



 

 
Berdasarkan tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikan Extact.Sig.(2-tailed) sebesar 

0,126 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan konsep dasar keputusan dalam uji Kolmogorov 

Smirnov, bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian sudah terpenuhi asumsi normalitas dalam 

model regresi. 

 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Berdasarkan tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,428 lebih besar dari 

0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

3) Uji Linearitas 

Tabel 4 

Hasil Uji Linearitas 

 
Berdasarkan tabel 4 tersebut, menunjukkan bahwa sig.Linearity adalah 0,000 dimana angka tersebut 

lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antar kedua 

variabel. 

 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

Tabel 5 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 



 

 
Berdasarkan tabel 5 tersebut, menunjukkan bahwa nilai F hitung = 16,669 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel 

Y, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 

akuntabilitas kinerja. 

 

 

 

 

d. Uji t 

Tabel 6 

Hasil Uji t 

 

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat dilihat hasil perhitungannya bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 4,083 > 

1,671 maka hipotesis (H0) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang ditolak, sedangkan hipotesis (H1) yang menyatakan 

bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten 

Sumedang diterima. 

Dilihat dari tabel 6 hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 4,083, sesuai dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 1,671 maka hasil 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 4,083 > 1,671. Sesuai dengan hasil thitung yaitu hasil uji t menunjukkan bahwa nilai positif 

signifikan pengaruh anggaran berbasis kinerja (X) terhadap akuntabilitas kinerja (Y) adalah 0,000 < 0,05 

dan nilai thitung < 4,083 > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Penerapan Anggaran Berbasis 

Kinerja berpengaruh posistif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapenda 

Kabupaten Sumedang. 

 

e. Uji Koefisien Korelasi 

Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Korelasi 

 



 

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka kedua 

variabel memiliki hubungan atau berkorelasi. Dari tabel tersebut juga menunjukkan pearson corelation untuk 

kedua variabel tersebut sebesar 0,472 maka nilai tersebut terdapat pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat 

hubungan sedang. Maka kesimpulannya bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas 

kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang memiliki hubungan sedang. 

 

f. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Berdasarkan tabel 8 tersebut didapat model regresi dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,472, 

nilai koefisien deteminasi (R Square) sebesar 0,223, artinya bahwa besarnya pengaruh penerapan anggaran 

berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang adalah 22,3% sedangkan 

(100% - 22,3% = 77,7%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

g. Pembahasan  

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapenda Kabupaten Sumedang. Dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu sebesar 4,083, 

sesuai hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan penerapan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap 

akuntabilitas kinerja (Y) adalah 0,000 < 0,05 maka terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan 

anggaran berbasis kinerja terhadap akuntansilitas kinerja instansi pemerintah pada Bapenda Kabupaten 

Sumedang. Hal ini terbukti dari hasil Nilai F sebesar 16,669 dengan signifikansi 0,000 (<0,05) dan R2 sebesar 

0,223 mengindikasikan bahwa 22,3% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh 

penerapan anggaran berbasis kinerja. Melalui sistem ini, setiap program dan kegiatan dihubungkan 

langsung dengan target kinerja yang terukur. Hasil wawancara dengan pegawai Bapenda 

mengindikasikan bahwa adanya kejelasan dalam tujuan program membantu dalam perencanaan 

dan pengalokasian sumber daya secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh 

Setiawan (2021), yang mencatat bahwa instansi yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 

mengalami peningkatan koordinasi antar unit kerja. 

5. CONCLUCSION 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja  terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Merujuk pada hasil kajian dan pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berperngaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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